
Menimbang 

Mengingot 

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU 

NOMOR 20 TAHUN 2007 

TENTANG 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 
DINAS DAERAH KABUPATEN SANGGAU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPAT; SANGGAU 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah; 

b. bahwa untuk menincaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 
200i' tentar,g Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu 
penataan kembali terhadap Organisasi Dinas Daerah Kabupaten 
Sang9au: 

c. bahwa untuk maksud dialas, perlu penetapan kembali Pembentukan 
don Susunan Organisasi Dias 0aerah Kabupaten Sanggau dalam 
suatu Peraturan Daerah. 

• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 195 tentang Penetapan Undang- 
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomar 1820) 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3044 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahon 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomar 1 Tahun 2004 tentang Pcrbendaharaan 
Negara [Lembaran Negara Republik lndonesiaa Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangar. (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negar Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

135 



Menetapkan 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintchon Doeroh 
(Lembaron Negara Republik Indonesia Tohun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telan diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undong Nomor 3 lahun 2005 •entong Perubohon otos Undong- 
Undong Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 
Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438 ); 

6. Undong-Undong Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbongon 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat don Ooerah (Lembaron Nogar 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Peraluran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 15, Tombahon Lemboron Negara Republik Indonesia Nomor 
4263): 

8. Peraturan Pomerintah Nemor 79 Tohun 2005 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaron 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentong Pembogion 
Uruson Pemerinlahon ontoro Pemerintoh, Pemerintoh Doeroh Propinsi 
don Pemerintoh Daerah abupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tohun 2007 Nomar 82 Tombohon Lembaron Negara 
Republik Indonesia Nomcr 4737); 

10. Peroturon Pemerinloh Nomor 41 Tahun 2007 tentong Orgonisosi 
Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2007 
Namor 89 Tambahan Lembaran Negara Rapublik mlindonesia Nomor 
4741); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tohun 2007 tentong 
Petunjuk Teknis Penalaan Organisasi Perangkat Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2004 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Daeroh Kabupolen Sanggou Nomor 12 Tahun 2007 tentang 
Urusan Pemerintah Kabupaten Sanggau. 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU 

DAN 

BUPATI SANGGAU 

MEMIJTUSKAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SA.NGGAU TENTANG 
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH 
KABUPATEN SANGGAU. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

I. 

j. 
k. Eselon adolah tingkoton dolam Jabatan Struktural; 
I.- Kelompok Jabatan fungsional adalch Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 

jawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan-satuan organisasi yang 
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian don atau keterampilan tertentu 
serta bersifat mandiri; 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksu dengan : 
a. Daerah adalah Kabupaten Sanggau 
b. Kepala Daerah adalah Bupati Sanggau; 
c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah 

Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugos pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

d. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota an Perangkat Daerah 
sebagai penyelenggara pemerintahan daerah; 

e. Perangkat Daerah adalah unsur membantu Kepala Daerah dclom penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, 
embaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan; 

I. Desenlralisosi adalah peyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepoda 
Doerah Otonom untuk mengatur don mengurus urusan pemerintahan dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

g. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa 
don dari Pernerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari 
Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu; 

h. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah; 
Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Daerah; 

BAB II 

PEIABENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang lerciiri dari : 
a. Dir.as Pendidikan, Pemuda dan Olan Raga; 
b. Dinas Kesehatan; 
c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan In':ormatika; 
e. Dinas Keperdudukan dan Catatan Sipil ; 

Dinos Kebudayaan dan Pariwisata; 
g. Dinas Pekerjaan Umum; 
h. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM; 
i. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan; 
j. Dinas ehutanan dan Perkebunan; 
k. Dinos Energi dan Sumber Daya Mineral; 
I. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan don Asset Daerah. 

Pasol 3 

Besaran atau jumlah Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, 
dapat dibentuk sesuai dengan kriteria alau nilai soring yang ditetapkan berdasarkan variabel 
jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran. 
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BAB Ill 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 4 

Susunan Organisasi Dinas Daerah lerdiri dari: 
a. Kepala, membawahi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bidang dan I (satu) Sekretariat; 
b. Sekretariat, membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian; 
c. Bidong, don mosing-masing Bidang membawahi sebanyok-banyoknya 3 (tigo) Seksi; 
d. Sub Bagian; 
e. Seksi; 
f. Unit Pelaksana Teknis; dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 5 

(I) Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi, Unit Pelaksano Teknis dan Kelompok Jabatan 
Fungsional sebagaimana dimaksuk pada pasal 4 Pengaturan Daerah ini, jumlahnya 
ditentukan berdasarkan analisis jobatan don peraturan yang berlaku; 

(2) Struktur organisasi, Tata Kerja , rincian tugas pokok dan fungsi dari mosing-mosing Dinos 
Doeroh ditelapkon dengan Peraturan Kepala Daerah. 

BAB IV 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Pertama 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 

Pasa! 6 

Dinas Pendidikan, Pemuda don Olah Raga merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah, 
dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; 

Pasal 7 

Dinas Pendidikan, Pemuda don Olah Raga mempunyoi tugas melaksanakan uruson 
pemerintahan daerah di bidang pendidikar., pemuda don oiah raga berdasarkan asos 
otonomi dan tugas pembantuan. 

Pasal 8 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi: 
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga; 
b. Penyelengggaraan urusan pemerintahan dan peloyanon umum di bidang pendidikan, 

pemuda don olah raga: 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugos don 

fungsinya. 

Baglan Kedua 

DINAS KESEHATAN 

Pasal 9 

Dinas Kesehatan merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin o!eh seorang kepala 
dinos yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekrelaris 
Daerah; 
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Pasal 10 

Dinos Keseholon mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidong 
kesehatan berdasarkan asas otonomi don tugas pembantuan. 

Pasal 11 

Dolam melaksonakon lugosnyo sebagoimonu dimoksud Paso! 9 Peraturan Daerah ini, Dinos 
Kesehaton mempunyoi iungsi : 
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; 
b. Penyelengggaraan urusan pemerintahan dan peiayanan umum di bidang kesehatan; 
c. Pembinoon don peloksonoon fugos di bidang kesehatan; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan 

fungsinyo. 

Baglan Ketiga 

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

Pasal 12 

Dinos Sosiol, Ter,ogo Kerjo don Tronsmigros, merupokon unsur Pelaksana Otonomi Doeroh, 
dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibowah don bertanggung jawab kepada 
Kepala Daerah melalui 3ekretaris Daerah; 

Pasal 13 

Dinas Sosial, Tenaga Kerjo dan 1ransmigrasi mempunyai tugos melaksanakan urusan 
pemerintohon doeroh di bidang sosial, tenaga kerjo dan transmigrasi berdasarkan asas 
olonomi don lugos pembantucn. 

Pasal 14 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimasud Posol 12 Peraturan Daerah ini, Dinas 
Sosial, Tenaga Kera dan Transmigrasi mempunyai tungsi: 
a. Perumusan kebijakan teknis di bidong sosiol, fenogo kerja don transmigrosi; 
b. Penyelengggaraan urusan pemerinfohan dan pelayanan umum di bidang sosiol, tenago 

kerjo don lronsmigrosi; 
c. Pembinaan dan pelaksanaon tugos di bidang sosial, tenaga kerjo dan transmigrasi; 
d. Peloksonaun tugas lain yang diberikon cleh Kepola Doeroh sesuoi dengon tugos don 

fungsinyo. 

Bagian Keempat 

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUJNIKASI DAN INFORMATIKA 

Pasal 15 

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Iniormatika merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah, 
dipimpin oleh eorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; 

Pasal 16 

Dinos Perhubungan, Komunikasi dan lnformotiko mempunyai tugas melcsanakan unusan 
pemerinlohon doeroh di bidong perhubungon. komunikosi don informcliko berdosorkon osos 
olonomi don lugos pembonluon. 

Pasal 17 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagoimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Dinas 
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi : 
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 
b. Penyelengggoroon uruson pemerintohon dan pelayanan umum di bidang Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika: 
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c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Bagian Kelimo 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 

Pasal 18 

Dinas kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur Pelak:ana Otcnomi Daeroh, cipimpin 
oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Daeroh melalui Sekretaris Daerah; 

Pasal 19 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugos melaksanakan urusan pemerintahon 
doeroh di bidang kependudukon dan cototon sipil berdosarkon asos otonomi don tugos 

·pembantuan. 

Pasal 20 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Dinas 
Kependudukan an Caiotan Sipil mempunyoi fungsi : 
a. Perumuan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil; 
b. Penyelengggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan 

don cototon sioil: 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan catatan sipil; 
d. Pelaksonaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan 

fungsinva. 

Baglan Keenam 

CINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 

Pasal 21 

Dinos Kebudoyoan dan Pariwisata merupakan ursur Peloksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh 
seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah 
melalui Sekreloris Doeroh: 

Pasal 22 

Dinos Kebudoyoon dan Pariwisata mempunyai lugos melaksanakan uruson pemerinlohan 
daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas 
perbantuan. 

Pasal 'z3 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimoksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi: 
a. Penumusan kebijakan teknis di bidang kebudaycan dan poriwisota: 
b. Penyelengggaraan urusan pemerinlohon don peloyanan umum di bidang kebudayaan 

don poriwisato: 
c. Pembinaan don pelaksonaan lugas di bidang kebudayoon dan pariwisata; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 
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Baglan Ketujuh 

DINAS PEKERJAAN UMUM 

Pasa! 24 

Dinos pekerjaan Umum merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daeroh, dipimpin oleh seorang 
epala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepaia Doeroh melalui 
Sekretaris Daerah; 

Pasal 25 

Dinas pekerjaan Umum mempunyoi tugas melaksanokon uruson pemerintahon daeroh di 
bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Pasal 26 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Dinas 
Pekerjaan Umum mempunyai fungsi: 
a. Perumusan kebijokon teknis di bidang pekerjaan umum; 
b. Penyelengggaraan urusan pemerintahan dan peiayanan umum di bidang pekerjaan 

umum; 
c. Pembinaan don peloksonoon tugas di bidang pekerjaan umum; 
d. Pelaksanaan tugas loin yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengon tugos don 

lungsinya. 

Baglan Kedelapan 

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 

Pasal 27 

Dinas Perindusticn, Perdagangan, Koperasi dan UKM merupakan unsur Pelaksana Otonomi 
Daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Doeroh: 

Pasal 28 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan urusan 
pemerintohon doeroh di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM berdasarkan 
asas otonomi don tugas pembontuon. 

Pasal 29 

Dalam melaksanakan tugasnya sebogaimono dimaksud Paso! 27 Peraturan Daerah ini, Dinas 
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM merpunyai fungsi : 
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagongan, koperasi dan UKM; 
b. Penyelengggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, 

perdagangan, koperasi dan UKM; 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan 

UKM; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepola Doeroh sesuoi dengan tugas don 

fungsinya. 

Bagian Keserabilan 

DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN 

Pasal 30 

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah, 
dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepad 
epala Daerah melalui Sekretaris Daerah; 
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Pasal 31 

Dinos Pertonion, Perikonon dan Peternakan mempunyai tugos meloksonokon uruson 
pemerintahan daerah di bidong pertonion, perikonon dan peternakan berdasarkan osos 
otonomi dan tugos pembontuon. 

Pasal 32 

Dalam melaksanakan tugosnyo sebogoimono dimoksud Posol 30 Peroturon Daerah ini, Dinas 
Pertanian, Perikanan dan Peternakan mempunyai fungsi: 
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, perikanan dan peternakan; 
b. Penyelengggoroon urusan pemerintahan dan pelayonon umum di bidong pertonion, 

perikanan dan peternakan; 
c. Pembinoon dan pelaksanaan tugas di bidor,g pertonion, perikonon don peternokon: 
• Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Oaerah sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Baglan Kesepuluh 

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 

Pasal 33 

Dinos Kehutonon dan Perkebunan merupakan unsur Peloksono Otonomi Daerah, dipimpin oleh 
seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah 
melalui Sekretaris Daerah; 

Pasal 34 

Dinos Kehutonon dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintohon 
doeroh di bidang kehutanan dan perkebunan berdasarkan asas otonomi don tugos 
pembonluon. 

Pasal 35 

Dalam melasanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 33 Peraturan Daerah ini, Dinas 
Kehutonon dan Perkebunan mernpunyai fungsi: 
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan; 
b. Penyelengggoroon urusan pemerintahan dan peloyonon umum di bidang kehutanan 

dan perkebunan; 
c. Pembinaan dan pelaksanaon tugas di bidang kehutanan dan perkebunan; 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

Baginn Kesebelas 

DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 

Pasal 36 

Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin 
oleh seorang kepala dinas yang berada dibuawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Daerah melalui Sekretaris Daerah; 

Pasal 37 

Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan 
aerah di bidang energi dan sumberdaya mineral berdasarkan asas otanomi dan tugas 
pembontuon, 

Pasal 38 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 36 Peraturan Daeah ini, Dinas 
Energi dan Sumberdaya Mineral mempunyai tungsi: 
a. Permusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumberdaya mineral; 
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b. 

d. 

Penyelengggoraan urusan pemerintahan dan pelayonan umum di bidong energi don 
sumberdaya mineral; 
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang energi dan sumberdaya mineral; 
Pelaksanaan tugas loin yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas don 
fungsinya. 

Bagian Keduabelas 

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

Pasal 39 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur Pelaksana 
Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah don bertanggung 
jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; 

Pasal 40 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan 
urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangon don oset doeroh 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

Pasal 41 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimnana dimaksud Pasal 39 Peraturan Daerah ini, Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi: 
a. Perumuson kebijakon leknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangon dan aset 

daerah; 
b. Penyelengggaraan urusan pemerintahon dan pelayanan umum di bidang pendapotan. 

pengelolaan keuangan dan aset daerah; 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan aan 

aset daerah; 
d. Pelaksonocn tugos loin yang diberikan oleh Kepcla Daeroh sesuai dengan tugos don 

f 

fungsinya. 

BAB V 
UNIT PELAKASANA TEKNIS DINAS 

Pasal42 

Podo Dinos Doeroh dapal dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas, untuk melaksanokan tugos­ 
tugas teknis operasional Dinas dibidangnya yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau 
beberapa Kecamatan; 

Pasal 43 

Unit Pelaksana Teknis Dinos sebagaimana dimaksud pada pasal 42 Peraturan Doerah ini, 
dipimpin aleh Kepala yang berada dibuwah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinos 
dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat. 

Pasal 44 

Unit Pelaksana feknis Dinos dibentuk alas usul Kepola Dinos sesuai dengan kebutuhan dan 
kewenangan serta berdasarkan Peraturan Perundang­undangan yang bedaku. 
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KELOMPOK JABAIAN FUNCSIONAL 

Pasal 45 

Pada Dinas Daerab dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan 
dan ketentuan peraturan perundang-undangon yang berlaku: 

Pasa! 46 

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada Pasal 45 Peraturan Daerah ini, mempunyai 
tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing sesuai dengan 
kebutuhan; 

Pasal 47 

(I) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada Pasal 45 Peraturan Daerah ini 
terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang 
tenaga fungsional'senior selaku ketua kelompok yang beroda dibawoh don bertonggung 
jawab epada Kepala Dinas Daerah; 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat 
dibogi alas kelompok don sub kelompok sesuai dengan kebutuhan beban kerja dan 
keahliannya; 

(3) Pembinoon terhodop tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengon peroturan 
perundong-undangon yang berlaku. 

BAB VII 

TATA KER.JA 

Pasal 48 

(I) Kepalo Dinas, Sekretaris, Ke pala Bidang, Kepala Sub Bagian don Kepolo Seksi Wajib 
mengikuti dan mematuhi petuniuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan 
masing-masing serta menyampaikan Icporan berkala tepat pada waktunya; 

(2) Kepala Dina dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal 
dengon instansi terkait; 

(3) Setiap laporan yang dilerimo oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahanya wojib 
dioloh dan dipergunakan sebagai bohon penyusunon loooro,1 !ebih lonjut serta 
memberikan memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahannya. 

Pasal 49 

(1) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, 
Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, serta kelompok Jabatan Fungsional, wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing- 
masing, maupun ator satuon orgonisosi sesuoi dengon tugos mosing-mosing: 

(2) Dalam melaksanakan tugosnya Kepala Dinas wajjib menyelenggarakan koordinasi secara 
fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya; 

(3) Apabila {epala Dinas berhalngan melaksanakan tugasnya, maka tugas Kepala Dinas 
dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan 
Daftar Urut Kepangkatan. 
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BAB VIII 

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Pasal 50 

(I) Kepala Dinas adalah jabatan struktural eselon II.b; 
(2) Sekretaris adalah jabatan struklurol eselon Ill.a: 
(3) Kepolo Bidang adalah jabatan strukturol eselon I11.b: 
(4) Kepala Sub Bogion dan Kepala Seksi adalah joboton strukturol eselon IV.a; 
(5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas odoloh joboton strukturol eselon IV.a: 
(6) Kepala Sub Bogion Toto Usoho podo Unit Pelaksana Teknis Dinas odoloh jabatan struktural 

eselon IV.b; 
(7) Kepolo Toto Usoho Sekoloh Menengah Kejuruan adalah jabatan struktural eselor. IV.b; 
(8) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum 

cdalah jabatan strukturol eselon V .a. 

Pasal 51 

(I) Kepala Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri 
Sipil yang memenuhi syorot: 

(2J Pengongkoton don Pemberhentian Kepala Dinas Doeroh, sebagaimana dimaksud Pasal 51 
ayat (l) Peraturan Daerah ini, dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan 
Gubernur Kalimantan Barat; 

(3) Pejobct Strukturol Eselon Ill dilingkungan Dinos Daerah diangkat dan diberhentikan oleh 
Kepala Daerah; 

(4) Pejabat Struktural Eselon IV dilingkungan Dinas Daerah dapat diangkat dan diberhentikan 
oleh Sekretaris Daerah atos pelimpohon kewewenangon dari Kepala Dcerah; 

(5) Pengangkatan Pejabat Strukturot Eselon II. Ill, don IV dilingkungon Dinos Daeroh, 
mempertimbangkan syarat don kompetensi jobaton yang telah ditetapkan berdasarkan 
hosil analisis jabatan dan peroturon yang berloku. 

BAB IX 

PEMBIAYAAN 

Pasal 52 

Segala biaya yang dipedukan sebagai akibat dikeluarannya Peraturan Daerah ini, 
dibebankan kepada Anggoron Pendopoton don Belanja Daerah. 

BAB X 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 53 

Peraturan pelaksanaan dari Peroturon Doeroh ini yang bersifot teknis odministrotif diotur 
kemudion oleh Kepala Daerah. 

BABXI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 54 

(). Dengan berlakunya Peraturan Doerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau 
Nomor 3 Tohun 2001 tentang Pembentukon Dinos Doeroh Kobupoten Songgau serto 
ketentuan yang mengotur moteri yang sumo don otou bertentongan dengan Peroturan 
Daerah ini dinyatakan tidak berdaku lagi; 
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(2) Dinas Derh yang terbentuk barus sudh efektif melaksanakcn tugs don tungsinya paling kmbat I 
(satu) tahun setelh berlakunya Peraturan Derah ini. 

6AB XII 

PENUTUP 

Pasal 55 

Peraturon Dern ini mulai beriku pod tongal ditetapkan. 

Agr setiop orang dpat mengthuinya memerinth kan penguncdngan Peraturan Derah ini dengn 
penemoinnya cdim Lemborn Deroh Kabupaten Sangu. 

Ditelpkn di : Sangau 
Pocda tanggl: 18 Desember 2007 

BUPATI SANGGAU, 
Ttd 

YANSEN AKUN EFFENDY 

Di Undngkn di : S0ngu 
Pod Inogl : 28 n00ri 2008 

SEKRETARIS DAERAH K. UPATEN SANCGAU, 

LEMBARAN DAERAH KAEUPATEN SANGGAU 
TAHUN 2008 NOMOR 2O 
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(2) Dinos Doerah yang tebentuk harus such efektif melaksonakcn tugs in fungsinya poling imbot I 
(satu) tahun setelh berlakunya Peraturn Derah ini. 

BAB XII 

PENUTUP 

Pasal 55 

Peraturn Drah ini mulai beriaku pat inggal ditekpkon. 

Agr setip orng cdpat mengethuinya, memerintahkon pengundngn Peraturan Derah ini dengn 
penempainnya ciom Lembaron Derah Kc bupaten Sanggu. 

0itelpkn di : Songu 
Pad tonggl : 18 Desember 2007 

BUPATI SANGGAU, 
Ttd 

YANSEN AKUN EFFENOY 

Di Undngkon di: Sanggu 
Po langgol : '28 nu0ri 2008 

SEKRETARIS OAERAH KABUPATEN SANGGAU, 
Ttd 

F, ANDENG SUSENO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU 
TA HUN 2008 NOMOR 20 

ondh sesuai dengcn aslinya 
ris Dori, 

- .- 
Drs. F. ANDI NG SUSENO.M.SI 

Pembinc: Utam Mud 
NIP. 01091997 
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